
 

 

 

 

 

BUPATI DEMAK 

PERATURAN BUPATI DEMAK 

NOMOR 19 TAHUN 2014 

 

TENTANG 

 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI DEMAK, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan 

Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2013, disebutkan bahwa rincian lebih 

lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2013 ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

 

b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

perlu menetapkan Peraturan  Bupati tentang Penjabaran 

Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400);  

 

 

 

SALINAN 



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012    

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5254) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012    

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5303); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Dati II Semarang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)  

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5104); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 

10); 

 



21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2012 

tentang Anggaran dan Pendapatan Daerah  Tahun 

Anggaran 2013 Kabupaten Demak (Lembaran Daerah 

Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 13); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2012 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2013 

(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 

9); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2013 

tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah 

Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Demak (Lembaran 

Daerah Kabupaten Demak Tahun 2013 Nomor 3); 

24. Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2012 tentang 

Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun 

Anggaran 2013 Kabupaten Demak (Berita Daerah 

Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 

2012 Nomor 40); 

25. Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah 

Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Demak (Berita Daerah 

Kabupaten Demak Tahun 2013 Nomor 24); 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  

2013 

 

Pasal 1 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2013 terdiri atas : 

1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp.138,214,446,133.15 

b. Dana Perimbangan  Rp.876,058,673,458.00 

c. Lain-lain PAD yang sah Rp.384,449,239,606.00 

   Jumlah   

 

 

2. Belanja  

a. Belanja Tidak Langsung 

Belanja Pegawai  Rp.607,577,594,047.00 

Belanja Pemungutan  

Pajak Bumi Bangunan  Rp. 

Belanja Bunga  Rp. 

Belanja Subsidi  Rp. 

Belanja Hibah  Rp.100,448,145,000.00 

   Rp. 1,398,722,359,197.15 



Belanja Bantuan Sosial  Rp.    3,451,490,000.00 

Belanja Bagi hasil kepada  

Propinsi/ Kabupaten/ 

Kota dan Pemerintah Desa  Rp.       229,812,659.00 

Belanja Bantuan keuangan  

kepada Propinsi/  

Kabupaten/Kota dan  

Pemerintah Desa  Rp.  56,219,166,482.00 

Belanja tidak terduga  Rp.       198,160,000.00 

 

 

b. Belanja Langsung  

Belanja Pegawai Rp.  35,684,358,361.00 

Belanja Barang dan Jasa  Rp.182,299,310,676.00 

Belanja Modal Rp.352,309,888,384.00 

 

Jumlah Belanja 

Surplus 

      

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan Rp.111,426,785,735.85 

b. Pembiayaan Rp.  10,500,000,000.00 

Pembiayaan netto 

Sisa Lebih Pembiayaan  

Anggaran Tahun Berkenaan  

(SILPA)  

 

 

Pasal 2 

1. Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

2. Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat  (1) dirinci lebih lanjut ke dalam 

penjabaran laporan realisasi anggaran. 

3. Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana   tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 

 

 

 

 

      Rp. 768,124,368,188.00 

    Rp.   570,293,557,421.00 

    Rp.1,338,417,925,609.00 

    Rp.     60,304,433,588.15 

Rp. 100,926,785,735.85 

      161,231,219,324.00 



Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Demak. 

 

 

          Ditetapkan di Demak 

    pada tanggal  20 Juni 2014     

          

    BUPATI DEMAK, 

 

                                  ttd 

  

 MOH. DACHIRIN SAID 

 

   Diundangkan di Demak 

   pada tanggal  20 Juni 2014          

        Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, 

 

                                              ttd 

 

                                 SINGGIH SETYONO 

   BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014 NOMOR 19 

 

 

NO JABATAN PARAF 

1 Plt. SEKDA  

2 ASISTEN III  

3 KABAG HUKUM  

4 KA DPKKD  


